


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN
ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PPROVINSI RIAU

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektf, transparan |
akuntabel dan beronentasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama H). FARIZA, SH., MH

Jabatan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama S F. HARIYANTO

Jabatan Pit. Gubernur Riau
' Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama benanj akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai |
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai targel kinerja jangka menengah |
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. -
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung |

jawab Pihak Pertama. |
|

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperiukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjan ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Pekanbaru, Januan 2026
Pihak Ke ﬁ, Pihak Pertama, |
Pit. Gubergfr Riau Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak Pengendalian
_ Penduduk dan K&luarga Berencana
; W]

j. FARIZA, SH., MH
Pembina Utama Muda
NIP 15861226 198701 2 003




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA

BERENCANA PROVINGI RIAU
—_
ND SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
1 F] 3 4
wmpﬂhﬂm P " aan PUG sesua
1 |Pengarusutsmaan Gender (PUG) sesual IStan dar P 52,93
Standar
; Indeks Perindungan Anak (IPA) 80
7 Meninghainya Petkndungan Perempuan dan
Bnak 1Rm K eherazan Terhadap Perempuan 1005
termasuk TPPO
Terendatnya Angha Kelashuan dan e e — i
3 |Menminghatnya Ketahanan seda 217
Kesejahioroon Keluarga Total Fertility Rats (TFR) Rata-Rata Anak Per
Wanita
Moninghatnya Akunlabiktss Kinsna
4 Parangkat Daerah Nty SEK IP Peranghat Dasrah 75,00
NO | PROGRAM | KEGIATAN! SUB KEGIATAN ANGGARAN KETERANGAN
1 z 3 4
Program Penunjang Urusan Pemanntahan
1 D Privvingi Rp 19635 107 424 00 | APED PROVINSI RIAU
Program Pengarusutamaan Gender dan
7 Pe yasri Peretiguan Rp 182 637 514 00 | APBD PROVINSI RIAU
3 |Program Perindungan Perempuan Fp 387 186 350 00 | APED PROVINGI RIAY
4 |Program Peminghatan Kuakias Keluama Fp 4G 47716200 | APED PROVINGI RIAU
P m Pengelslaan Sistem Data Gender
- e ' A 22475 380,00 | APED PROVINS! RIAU
6 |Program Femanuhan Hak Anal (FHA) Rp 184 721 02400 | APED PROVINGI RIAL
7 |Program Periindungan Khusus Anak Rp J77.247 000 00 | APED PROVINS! RIAU
8 |Program Pengandaban Pendudub Rp €0 540,000 00 | APED PROVINGI RIAL
Program Pembinaan Keluarga Berencana
0 [xe e Re 21530 000,00 | APED PROVING| RIAU
Program Pemberdayan dan Paningkatan "
10 X SeiahtaralkS) Rp 133 625616.00 | APBO PROVINSG! RIAU
T{H}t Rp 21.355 575 600,00
S
Pebanbary,  Januan 2020
Pihak Pertama,
Fepaia Dinas Fuﬂ!:ﬂﬂfm Perempuan
":{:E:_F Peinduyfian Puar. Pergendalian Pendudub

NIP_188£1225 198701 2002
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI RIAU

SEKRETARIS

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemenntah yang efektif, transparan
akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini .

' Nama - EFIA NURITA, SE., MM
Jabatan Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama Hj FARIZA, SH., MH

Jabatan . Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjulnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjan) akan mewujudkan targel Kinerja yang seharusnya sesual
lampiran perjanjan ini, dalam rangka mencapai targe! kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian larget kinerja tersebut menjadi tanggung
jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi ;

Pekanbaru, Januarn 2026

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Sekretaris,

urita, SE., MM
bina Tk. |
19711116 199803 2 001

Hj. Fariza, SH., MH Efi
Pembina Utama Muda
NIP. 19661226 198701 2 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA

BERENCANA PROVINSI RIAU
SEKRETARIAT
— ﬂ“——
= —
F ND ) SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
1 7 3 4
1 |Terpenutinga ketatuhan pelayanan aominstrasi |Persentase Pemenuhan Kebutuhan 100
pereanionan Peiayanan Adminstras: Perkantoran
Bersentase Fecurupan Sarana can
Prasarana Kerja Aparatur yang sesua 100
B dangan Standar Kena =
— — — -
NO PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN ANGGARAN
11 2 3
| 1_|Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daersh Provinsi Riay Rp 19.935.107.454
1 |Kegiztan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp 46.846 800
a [Penyusunan Dosumen Perencanaan Perangvat Dasrah fp 45 845 80O
2 |Kegiatan Administrasi Keuangan Daerah Rp 18.097 858.030 |
3 |Penyeciaan Gay dan Tumpangan ASN Ap 18 097 636 030
| 3 |Kegiatan Administrasi Umum Peranghat Daerah Rp €03.972.988
i a |Penyesiasn Fomponen Instaas Listre Fenerangan Eangunan Fantor Rp 19 906 768
b |Penyedasn Peraiatan dan Perengeanan Kans Ro 325173218
I‘* d [Penyedian BEshan Logiete Haniy Rp 63016000
¢ |Penyediasn Barang Cetshan dan Penggandaan Bp 27T TIA B
] | |Pesyeiangzacasn Ragat Foordnan dan Monsyltse: SEED Fp 165 130 634
4 |Kegistan Penyedizan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp BS0 372176
a |Panpecaan Jaga Momuniasi, Sumber Daya A dan Listie Bp 256722 968
b |Penyedian Jack Felayanan Umnim Fanior - B Rp £00) 546 208
5 |Keglatan Pemeliharaan Barang Milie Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp 37,057 500
a |Penyedaan Jasa Pemeltaraan, Bays Peme taraan dan Pajak vendaraan Perorangan
Dinas sy Kendarsan Dings Jabatan Re 210 530 000
b |Penyediaan jasa Pemeinaraan Baya Pemelharasn. Pagar dan Penzman Kendaraan
Dinas Opesasional a3y Lapengan Rp 33 450 000
¢ |Pemelnaraan Peraiatan dan Mesin Lasnaya Rp 50 457 500
d |PemetharaanFehatiitas Savana dan Prasarana Gedung Fantor atay Bangunan Lann
& ™ | re 32 550 000
| - TOTAL Rp 19.935.107 494
Pihak Kegua
Kepala Dinas Pemberdayasn Perempuan
p . Pengendalian Pendudut dan
Provins: Ruau,
SH., MH
Utama Muda

NIP. 19661226 195701 2 003

NIB//S711181 195803 2 001




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
OFD DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDLUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI RIAL
SEKRETARIAT
FUNGSIONAL PERENCANA AHLI MUDA

Dalam mngka mewujudkan manajemen pemeriniah yang efekuf, transparan, akuniabel dan
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah {m :

Nama ;. SYAFRIDAL, 5. Kom

Jabatan ¢ Fungsional Perencana Ahli Muda
Sekreturiat  Dings  Pemberdaywsn  Perempuasn, Perlindungan  Anak,
Pengendalion Penduduk dan Keluarga Berencana Provins: Riau,

Selanjuinya discbut pihak pertama,

Nami . EFIA NURTTA, SE, MM

Jabaton : Sekretans
Dinas Pemberdayuan  Perempuan, Perlindungun  Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riao.

Sclaku atnsan langsung mhak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua,

Nama : Hj. FARIZA, SH. MH

Jabatan . Kepala Dinss Pemberduysan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau,

Selaku atasan langsung pihak kedua, selanjutnya disebut pihak ketiga,

Pihak pertama berjanji akan mewujudkun target kinerjs yang scharusnya sesw lampiran perjanjian
ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ductapkan dalam
dokumen perencanuaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian fargel kinera tersebut menjadi langgung jowsb pihak
pertama.

Pihak kedua dan pihak ketiga akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambal tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi,

Pekanbaru,  Junuard 2026
Fihak Pertama,

19750925 2004 1 001

=&
=

NIP. 19661226 198701 2 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
OPD DINAS PEMBERDAY AAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDLUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI RIAU
SEKRETARIAT
FUNGSIONAL PERENCANA AHLI MUDA

diberikan olch plmpinan baik lisan maupun
tertulis sesus dengan komjpetens:

Pelaksanaan tugis dibagian
Perencanaan dan Progrum

INDIKATOR
N SASAKRAN TARGET
KINERIA
r 4 i ]
1 | Merencanakan kegiatan subbagian | Jumilah Dokumen Rencana | 12 Dokumen
Perencansan dan Fvalussi berdasarkan rencana | Kegiatin sulvbagian
operasionil Sekretanul sesuni dengun Perencanaan dan Evaluasi
kelentuan yang berlaku schagai pedoman
pelaksanaan tugns
2 | Menviapkan bahan don menghimpun usulan Jumiah Dolamen 32 Dokumen
rencana program/kegiutan dar rmasing Penyedinzmn Hahan Usulan
masimtg bidang sgar sesusi dengun prosedur Rencana Program dan
dan keterunn yang berlakm untuk tercapainys | Kegiatan dan Hidang -
susaran sesyai yang diharapkan Bidang
3 Melnksanakan penyusunan Rencana Strategs Tumlah Dokumen 9 Dokoumen
(Renstra), Rencana Ketja Tabunan (RET), Penyusunan Renstra, RKT,
Rencana Kerja Perangkat Doerah (RKTD), REPFD, LKjIP dan
Laporan Kinerga Pemenniah (LEOP) Unit Peranjinn Kinerna
Kera, Penjanjian Kinerja
4 | Melaksanaksn koordinasi peayusanan Jumiah Dokumen 6 Dokumen
admmistras Standar Operasional Prosedur Koordinesi Penyusunan
(S0P Admunistrag S0P
5 Mempersiapkan baban-hahan uniuk pra-rapas | Jumlah Dokumen balan 2 Dokumen
koordinas: dan rapat koordinasi musyawarah bahan rapat kootdinasi
perencanaan pembangunan, musyowarah petencanaan
perencanaan pembangunan nasional ferta rapat
koordinasi teimis
6 | Mengevahuasi hasii peloksansan mgas sesum | Jumish Dokumen evaiuasi | 6 Dokumen
dengan tuges vang lelah dilaksamnakon secarm pelakssnum ugns
berkaln pads Subbagian Perencanasn Program
dalam rngka perbaikan kincga pada masa
mendating
7 | Membuat Iapormn peloksanasn tugas di Jumlah Dokumen Laporan | 13 Dokumen
subbagian Perencanaan dan Evaluas| sesiia Pelaksanaan Tugas
dengan prosedur dan peraturan yang berlaku
untuk pertanggung jawaban dan rencans yang
akan datang
£ | Melaksanakan lugas kedinasan luin ynr.tg Jumlah Dokumen 27 Dokumen




INDIKATOR
NO SASAHAN TARGET
KINERJA
| ] i ]
9 | Terpeliharanya sarana dsn prasarana gedung Jumlah Sarana dan 1 Unit
kantor atau banunan lainnya yang Prasarana Gedung Kantor
dipeilam/dirchabilitasi atnu Bangunan [ainmyn
ying
dipelihara/dirchabilitas
NO _ PROGRAM /KEGIATAN ~ANGGARAN

I 1 ] -

i PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN Rp. 46,846 800
EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH i el
Penyusunan Dokumen Perencansan Perangkal Dacrah Rp. 46,846,800

2 | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan Dacrah Rp- 101750
Pemeliharaan Pernlotan dan Mesin Lainnya Rp. 60.467. 500
Pemcliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana
Gedung K e Faineiva Rp. 32.550,000

TOTAL Hp. 139.864.300
Pekanbaru,  Janmuar 2026
Pihak Kedua, Pihak Periama,

QFUILI6 199803 2 001

NIP. 19661226 198701 2 003




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
OPD DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDLUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI RIAL
SEKRETARIAT
FUNGSIONAL PERENCANA AHLI MUDA

Dalam rangks mewujudkan manajomen pemermtah yang efckaf, transparan, akuntabel dan
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda wngan dibawah imi

Nama ¢ DINA SASRIMEGAWATIL S.8TP, M.Si

Jubatin : Fungstonul Perencana Ahli Muda
Sekretariat Dinas  Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan  Anak,
Pengendalion Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau

Sclanjutnyn discbul pihak periama,

Namia : EFIA NURITA, SE, MM

Jubatin ¢ Sekrelaris
Dinas Pemberdayoan Perempuan, Perlindungan  Anak, Pengendalinn
Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Risu.

Selaku stasan langsung pibak pertama, selanjutnys discbut pihak kedua,

Namo : Hj. FARIZA, SH, MH

Jabatun ¢ Kepala Dinas Pemberdaysan Perempuan, Perlindungan Anek, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Provins Riaw.

Selaku stagsan langsung pikak kedua, selanjutnya disebut pihak Ketiga,

Pihak pertama berfanji akan mewujudkan target kinera vang scharisnya sesuiu lampinm peryanjian
ini, dulam rangka mencapai target kinerja jangka menenguh seperti yang (elah ditetapkun dalam
dokumen perencanaan,

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjad tanggung jawab pihak
pertama.

Pihak kedus dan pihak ketipa akan melakukan supervisi yang diperlukan serty akan melakukan

evaluasi terhadap copaian kinerja dari perjanjion ini dan mengambal tindakan yang diperiukan dalam
rungka pemberian penghargann dan sanksi.

Pihuk Kedun,

NTP. L1116 199803 2 (0

NIP. 19661226 198701 2 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

OPD DINAS PEMBERDAY AAN PEREMPUAN, PERLINIMINGAN ANAK, PENGENDALIAN

PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI RIAU
SEKRETARIAT

FUNGSIONAL PERENCANA AHLI MUDA

INDIKATOR
NO SASAHAN TARGET
KINERJA
] ] ] ”
| Merencanakan kegiatan subbagiin Jumilah Dokiien Rencand | 12 Dokumen
Perencanaan dan Evaluas: berdasarkan rencana | Kegiatan subbagian
operasional Sekretanial sesuai dengan Perencanzan dan Evalussi
ketentuan yang berlaku sebugai pedoman
2 Menyiapkan bahan dan menghimpun usulan Jumilah Dokimen 32 Dakumin
rencani programkegintim dan masing — Penyedizan Bahan Usulan
masing bidnng apar sesuai dengan prosedur Rencana Program dan
dan ketentuan yang berlaku ueiuk tercapainya | Kegiaton dari Bidang -
sasaran sesuai yang diharapkan Bidang
3 | Melaksanakan penyusunan Rencana Strategis | Jumlah Dokumen 9 Dokumen
{Renstra), Rencana Kerja Tabunan (RKT), Pemyusunan Rensztra, RET,
Rencana Kerja Peranglat Duerah (RKPD), REPD, LEjIP dan
Laporan Kimega Pomermtah (LEKJP) Unit Perpanjinn Kinerja
Kena, Peganjian Kinerja
4 | Melaksanakan koordinasi peryusunan Jumlah Dokumen i TDhokumen
administrasi Standar Operasional Prosedur Koordinasi ["enyusunan
(501} Administrasi S0P
3 Mempersiaphkasn bahan-bahan untuk pra-rapat | Jumiah Dokumen bahan 2 Dokumen
koordinasi dan mpat koordinas) mosyawarah bahan rapat koordinas:
perencimun pembanganen, misyewnrsh perenCanEn
perencannsn pembanguenan nasional sert rapat
korrddinasi teknis
6| Mengevaluas: hastl pelaksinaan lugas sesum Jumlah Dokumen evaloss: | 6 Dokumen
dengan mugns yanpg telsh dilaksanakon sécarm pelaksnmaan rogns
berksla pada Subbagan Perencanaan Program
dalam rangka perbaikan kinerja pada mass
mienditsng o
T | Membust laporan pelaksanaan nigas di Jumiah Dolumen Laporan | |3 Dokumen
subbagion Perencansan dan Fvaleas) sesum Peluksamuan Tugas
dengan prosedur dan peraturan yang berlaku
wiluk pertanggung jawaban dan rencing yang
| akan dafang
] Melaksanakan napss kedinssan lan yang Jumlah Dokumen 27 Dokumen
diberikan oleh pimpinan baik lissn maupun Pelaksanaan mugns dibagmn
|| vl uopial deypin Rriniveenssi Perencanaan dan Program

NIP. 19661226 198701 2 003







G

4 -
W oy Ty e
"y o Lr

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

PERANGKAT DAERAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI RIAU
BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KESETARAAN GENDER

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efeklif, transparan!
akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama BRIVALIA ALSYA. S Psi, MM |

Jabatan Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan
Gender !

Selanjutnya disebut pihak pertama '

| Mama Hj. FARIZA, SH., MH

| Jabatan  Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak |

| Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau
| Selaku atasan langsung pihak pertarmna, selanjutnya disebut Pihak Kedua

| Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesual
lampiran penanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah 1
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian larget kinerja tersebut menjadi tanggung J
jawab Pihak Pertama

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serla akan melakukan |
evaluasi terhadap capaian kinerja darn perjanjan ini dan mengambil tindakan yang |
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Pekanbaru, Januari 2026 |

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Kepala Dinas P3AP2KB Kepala Bidang PPK
Provinsi Riau

Hj. FAR , SH., MH BRIVALIA ALSYA,S.Psi.,. MM
Pembina Utama Muda Penata Tk. |
NIP. 19661226 198701 2 003 NIP. 19870827 201102 2 003




PERJANJIAN KINEIJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KRELUARGA BERENCANA PROVINSI RIAU
BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KESETARAAN GENDER

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA
» 7 T T
Meningkatnya Pelembagaan ! - )
Pengarusutamaan Gender (PUG) | Persentase Pelaksanaan
sesuai Standar PUG sesua) Standar
2 | Meningkatnya Anggaran Persentase Anggaran 12
____ | Responsif Gender Responsif Gender (ARG)
3 Menmgkatnya pemanfaatan Data | Tingkat Pemanfaatan Data
Gender dan Anak (DGA) dalam Gender dan Anak dalam A8
perencanaan, pelaksanaan, Perencanaan, Evaluasi
) evaluasi, dan penyusunan dan/atau Penyusunan
| 4 Menmgkatnya Tingkat Partisipasi | Tingkat Partisipasi Angkatan
| Angkatan Kerja (TPAK) Kerja (TPAK) Perempuan 4931 |
Perempuan |
‘ ' NO PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN ANGGARAN
!
| | | | 2 3
| Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan
I : | Perempuan - Rp 189.637.514
Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) ;
j_1___ pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi Rp 91.896.730 |
Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan | 5
a | pounsi Rp 43.155.730 |
[ Advokasi dan Sosialisasi Penyelenggaraan PUG '
e kewenangan Provinsi P e
Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik,
2 | Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Rp 69.086.996
Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi N
Sosialisasi Pemberdayaan Perempuan dibidang Palitik,
i | a | atau Hukum, atau Sosial, dan atau Ekonomi Kewenangan Rp 69.0856.996 | |
_ ___| Provinsi - ) | [
Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga
3  Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Rp 26.653.788
| Kewenangan Provinsi
1 i Advokasi dan Sosialisasi Penguatan dan Pengembangan
| Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Rp 28.653.768
L Kewenangan Provinsi o




i Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga
Sejahtera (KS)
| Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam
' 1 | Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Rp 49.427.162
_ Kewenangan Provinsi
| | Penguatan Kenjasama antar Lembaga dalam Peningkatan
| a | Kuahtas Keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Rp 22 935220
| Kabupaten'Kota e
| Advokasi dan Sosialisasi Peningkatan Kualitas Keluarga
kepada Pengambil Kebijakan dan Pemangku Kepentingan | Rp 26491942
| Kewenangan Provins: dan Lintas Kabupaten/Kota

Il Program Pengelolaan Sistem Data Genderdan Anak | Rp 22475380
Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan
1 Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data | Rp 22.475.3680
_di Tingkat Daerah Provinsi
Penyed:aan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender Rp 22 475360 ‘
| dan Anak Provinsi

Rp 49.427.162

b

TOTAL Rp 261.540.056 }
Pekanbaru, Januari 2026 |
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Kepala Dinas P3APZKEB Kepala Bidang PPKG
Provinsi Riau
Hj. FAFIIZIA, SH., MH BRIVALIA ALSYA, S.Psi., MM
Pembina Uama Muda Penata Tk. |

NIP. 19661226 198701 2 003 NIP. 19870827 201102 2 003




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
PERANGKAT DAERAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

PROVINSI RIAU
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efeklif transparan akuntabel dan |
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama - SYARIFAH LISA DARATI, MSi

Jabatan . Analis Kebijakan Ahli Muda
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama . BRIVALIA ALSYA, S.Psi., MM
Jabatan . Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keselaraan Gender
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Nama . Hj. FARIZA,SH.MH
Jabatan . Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau

Selaku atasan langsung pihak kedua, selanjutnya disebut pihak ketiga

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan largel kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai targe! kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak
pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperiukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka
pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru, Januan 2026
Pihak Kedua , Pihak Pertama,

BRIVALIA ALSYA, S.Psi., MM SYARIFAH LISA DARATI.M.Si
Pembina Tk. | Penata Tk |
NIP. 19870827 201102 2 003 NIP. 19780908 201102 2 001

Mengetahui,
Pihak

" SH.MH
Fembina Utama Muda
NIP. 19661226 198701 2 003




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
OPD DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI RIAU
BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KESETARAAN GENDER

ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

SASARAN

INDIKATOR
KINERJA

TARGET

2

3

4

Terlaksananya Riset dan Analisis Kebijakan
di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan
Kesetaraan Gender sesuai dengan prosedur
yang berlaku

Jumiah Riset dan Analisis
Kebijakan yang telah
disusun

3 Dokumen
{Ringkasan
Kebijakan/Laporan
hasil pemantauan)

Terlaksananya pembuatan Rekomendasi
Kebijakan di Bidang Pemberdayaan
Perempuan dan Kesetaraan Gneder sesuai
dengan kelentuan yang berlaku

Jumlah Rekomendasi
Kebijakan yang telah
disusun

3 Dokumen
(Ringkasan/Policy
Paper)

Terlaksananya komunikasi, koordinasi
advokasi, konsultasi dan negosiasi kebijakan
di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan
Kesetaraan Gender

Jumlah Dokumen yang
dihasilkan

12 Dokumen (Surat
Penugasan/Daftar
Konsultasi hasil
konsultasi)

Melaksanakan Publikasi Hasil Kajian
Kebijakan Bidang Pemberdayaan
Perempuan dan Kesetaraan Gender

Jumlah Dokumen Hasil
Kajian yang dipublikasikan

1 Dokumen (Artikel
Kebijakan)

Pihak Kedua,

/

BRI SYA, S.Psi., M.M
NIP. 167870827 201102 2 003

Pekanbaru,

Januari 2026

Pihak Pertama,

Al

SYARIFAH LISA DARATI,M.Si

NIP. 19780908 201102 2 001

NIP. 19661226 198701 2 003




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
PERANGKAT DAERAH |
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |

PROVINSI RIAU
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan akuntabel dan |
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama . KUMALASARI,SH.I.MH
Jabatan . Analis Kebijakan Ahli Muda
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama . BRIVALIA ALSYA, S Psi, MM
Jabatan . Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Nama . Hj. FARIZA SH.MH -
Jabatan . Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau
Selaku atasan langsung pihak kedua, selanjutnya disebut pihak ketiga

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran |
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebul menjadi tanggung jawab pihak |
pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dar perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperiukan dalam rangka
pemberian penghargaan dan sanksi.

an 2026

Pi ;:7 Pihak Pertama,

BRIV ALSYA, S.Psi., MM
Pembina Tk. | embina
NIP. 19870827 201102 2 003 NIP. 19771119 200804 2 003

Mengetahui,
Piha

=FARIZA,SH.MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19661226 198701 2 003




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
OPD DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN

PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI RIAU

BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KESETARAAN GENDER

ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

SASARAN
2

INDIKATOR
KINERJA
3

Terlaksananya Riset dan Analisis
Kebijakan di Bidang Pemberdayaan
Perempuan dan Kesetaraan Gender
sesuai dengan prosedur yang berlaku

TARGET
4

Jumlah Riset dan Analisis
Kebijakan yang telah disusun

3 dokumen
(Ringkasan
Kebijakan/Laporan
hasil pemantauan)

Terlaksananya pembuatan Rekomendasi
Kebijakan di Bidang Pemberdayaan
Perempuan dan Kesetaraan Gneder
sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Jumiah Rekomendasi Kebijakan
yang telah disusun

3 Dokumen
(Ringkasan/Policy
Paper)

Terlaksananya komunikasi, koordinasi
advokasi, konsultasi dan negosiasi
kebyakan di Bidang Pemberdayaan
Perempuan dan Kesetaraan Gender

Jumilah Dokumen yang
dihasilkan

| 12 Dokumen
| (Surat

Penugasan/Daftar
Konsultasi hasil
konsultasi)

Melaksanakan Publikasi Hasil Kajian'
Kebijakan Bidang Pemberdayaan
Perempuan dan Kesetaraan Gender

Jumlah Dokumen Hasil Kajian
yang dipublikasikan

1 Dokumen
(Artikel Kebijakan)

Pihak Kedua,

/

BRIVALIA ALSYA, S.Psi., M.M
NIP. 19870827 201102 2 003

Peka J
Pihak Peria

Januari 2026

RI,SH.L.MH

771119 200604 2 003

Mengetahui,
Pihak Ketiga,

RIZA SH.MH

NIP. ’19-661225 168701 2 003
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
PERANGKAT DAERAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN |
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI RIAU

BIDANG KELEMBAGAAN TUMBUH KEMBANG DAN
PEMENUHAN HAK ANAK

| Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan akuntabel dan berorientasi
pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini

Nama - ANAHARTINI ROPANIPUTRI, SE, MM
| Jabatan . Kepala Bidang Kelembagaaan Tumbuh Kembang dan Pemenuhan Hak Anak
Selanjulnya disebut Pihak Pertama

Nama Hj. FARIZA, SH, MH

Jabatan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

| Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini,
' dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang lelah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan

| Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama

|

| Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperiukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil indakan yang diperlukan dalam rangka pemberian

' penghargaan dan sanksi

Pekanbaru, Januari 2026

!
} 3 y Pihak Pertama,
|

v/ o

Hj. FARIEA, SH, MH ANAHARTINLNROPANIPUTRI, SE, NIM
Pembina Utama Muda (I\V/c) Petnbina (I1\V/a)
NIP. 19661226 198701 2 003 NIP. 19790603 201001 2 015




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA

BERENCANA PROVINSI RIAU
BIDANG KELEMBAGAAN TUMBUH KEMBANG DAN PEMENUHAN HAK ANAK
SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
2 3 4
Meningkatnya Perfindungan Anak Indeks Perindungan Anak 74.96
(htennghatnya Pomenuhan Hak Anak (PHA) Indehs Pemenihan Hak Anak (IPHA) 63.29 -
NO PROGRAM / KEGIATAN | SUB KEGIATAN ANGGARAN
il 1 ] 3
| [Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) Rp 184.721.084
Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha
1 L]
| Kewenangan Provinsi Rp 49.225.200
a  |Advohkasi dan sosiakisas) Pelaksanaan Kebyakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan
Provinsi Rp 49 225200
2 |Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan
t Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi Rp 133485800
a. |Pengembangan Komunikasi, Informas: dan Edukasi Pemenghan Hak Anak Rp 60 937 340
penguatan kenasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak
" Kewenangan Provinsi Rp 15.558.50
L1 - TOTAL ~ |Rp 184.721.084
Pekanbaru,  Januan 2026
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Kepala Bidang Kelembagaan Tumbuh Kembang dan
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Pemenuhan Hak Anak,
Keluargs: hcana Pyovinsi Riau

Pembina Ltama Muda (IV/)

NIP. 19661226 198701 2 003 NIP. 19790603 201001 2015




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
PERANGKAT DAERAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI RIAU

BIDANG KELEMBAGAAN TUMBUH KEMBANG DAN
PEMENUHAN HAK ANAK

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan akuntabel dan berorientasi
pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ns. ANGGI WAHYUNI, S Kep, M.K.M

Jabatan - Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Kelembagaan Tumbuh Kembang dan
Pemenuhan Hak Anak

| Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama - ANAHARTINI ROPANIPUTRI, SE, MM

Jabatan . Kepala Bidang Kelembagaan Tumbuh Kembang dan Pemenuhan Hak Anak
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Nama . Hj. FARIZA, SH, MH

Jabatan . Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau.
Selaku atasan langsung Pihak Kedua, selanjutnya disebut Pihak Ketiga,

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini,
dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama,

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru, Januari 2026
ua, Pihak Pertama,

PANIPUTRI, SE, MM Ns. ANGGI WAHYUNI, S.Kep, M.K.M
Pembina (IV/a) Penata Tk. | (Ill/d)
NIP. 19790603 201001 2 015 NIP. 19870616 201102 2 001

ANAHART

Hj.
Pembina Utama Muda (IV/c)

RIIY A" 4A9%9S A00TMA4 9 WM



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI RIAU

BIDANG KELEMBAGAAN TUMBUH KEMBANG DAN PEMENUHAN HAK ANAK
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

NO

SASARAN

INDIKATOR
KINERJA TARGET

2

3 4

Mengumpulkan bahan-bahan Riset dan
Analisis Kebijakan di Bidang Kelembagaan
Tumbuh Kembang dan Pemenuhan Hak
Anak sesuai dengan prosedur yang berlaku
untuk keperluan penyelesaian pekerjaan

Jumlah dokumen 6 Dokumen
Ringkasan Kebijakan
dan Telaahan Staf yang
terkumpul

Mempelajari, menganalisa serta menelaah
bahan-bahan sesuai dengan rekomendasi
kebijjakan dalam Bidang Kelembagaan
Tumbuh Kembang dan Pemenuhan Hak
Anak agar memperiancar penyelesaian
pekerjaan

Jumlah dokumen 3 Dokumen
Rancangan
Rekomendasi/Policy
Paper dan Telaahan Staf
yang terencana,
terkoordinasi, terfasilitasi

dan terevaluasi

Mengadakan penelitian/pengamatan
berdasarkan permasalahan Komunikasi,
koordinasi advokasi, konsultasi dan
negosiasi kebijakan di Bidang
Kelembagaan Tumbuh Kembang dan
Pemenuhan Hak Anak dalam rangka

menyelesaikan pekerjaan

Jumlah dokumen Surat & Dokumen
Penugasan, Daftar
Kosultasi dan Hasil
Konsullasi, serla laporan
Advokasi Kebijakan yang

ditelitidiamati

Membuat laporan berdasarkan hasil
Publikasi hasil Kajian kebijakan terkait
Kelembagaan Tumbuh Kembang dan
Pemenuhan Hak Anak untuk disampaikan
kepaad pimpinan unitagar hasil telaahan

Jumlah dokumen Artikel
Kebijakan yang
dilaporkan

1 Dokumen

dapat bermanfaat
Manyusum‘mengambangkan juklahf’uknls
di bidang analisis kebijakan terkait Program
dan Kegiatan pada Bidang Kelembagaan
Tumbuh Kembang dan Pemenuhan Hak
Anak

Jumlah dokumen 2 Dokumen
Juklak/Juknis yang

disusun/dikembangkan

Pekanbaru, Januari 2026
Pihak Pertama,

Ns. ANGGI WAHYUNI, S.Kep, M.K.M
NIP. 19870616 201102 2 001

—

Meng tanui

NIP. 19651226 198701 2 003




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
PERANGKAT DAERAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI RIAU

BIDANG KELEMBAGAAN TUMBUH KEMBANG DAN
PEMENUHAN HAK ANAK

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan akuntabel dan berorientasi
pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama - DESSY RAHMAWATI, S.Psi '

Jabatan . Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Kelembagaan Tumbuh Kembang dan ‘
Pemenuhan Hak Anak

Selanjutnya disebut Pihak Pertama |

Nama - ANAHARTINI ROPANIPUTRI, SE, MM

Jabatan . Kepala Bidang Kelembagaan Tumbuh Kembang dan Pemenuhan Hak Anak

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua '
Nama : Hj. FARIZA, SH, MH

Jabatan - Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau.
Selaku atasan langsung Pihak Kedua, selanjutnya disebut Pihak Ketiga,

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, i

dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
| perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama |

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
| capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi

Pekanbaru, Januari 2026 ‘

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

ANAHA ORANIPUTRI, SE, MM DESSY RAHMAWATI, S.Psi

embina (IV/a) Penata Tk. | (lli/d)
NIP. 19790603 201001 2 015 NIP. 19810619 201102 2 001 |
|
Mengetahui,

Piha

Hj. FARNZA, SH, MH

Pembina Utama Muda (IV/c)
MID d0284978 1aRTO1 2 D0D3



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI RIAU

BIDANG KELEMBAGAAN TUMBUH KEMBANG DAN PEMENUHAN HAK ANAK
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

NO SASARAN

INDIKATOR
KINERJA

TARGET

2

Analisis Kebijakan di Bidang Kelembagaan
Tumbuh Kembang dan Pemenuhan Hak
Anak sesual dengan prosedur yang berlaku
untuk keperluan penyelesaian pekerjaan

1 | Mengumpulkan bahan-bahan Riset dan |

3
Jumlah dokumen
Ringkasan Kebijakan
dan Telaahan Staf yang
terkumpul

4
7 Dokumen

2 | Mempelajari, menganalisa serta menelaah
bahan-bahan sesual dengan rekomendasi
kebijakan dalam Bidang Kelembagaan
Tumbuh Kembang dan Pemenuhan Hak
Anak agar memperlancar penyelesaian
pekerjaan

Jumiah dokumen
Rancangan
Rekomendasi/Policy
Paper dan Telaahan Staf
yang terencana,
terkoordinasi, terfasilitasi
dan terevaluasi

3 | Mengadakan penelitian/pengamatan
berdasarkan permasalahan Komunikasi,
koordinasi advokasi, konsultasi dan
negosiasi kebijakan di Bidang
Kelembagaan Tumbuh Kembang dan
Pemenuhan Hak Anak dalam rangka
menyelesaikan pekerjaan

Jumilah dokumen Surat
Penugasan, Daftar
Kosultasi dan Hasil
Konsultasi, serta laporan
Advokasi Kebijakan yang
diteliti'diamati

3 Dokumen

12 Dokumen

4 | Membuat Ilaporan berdasarkan hasil
Publikasi hasil Kajian kebijakan terkait
Kelembagaan Tumbuh Kembang dan
Pemenuhan Hak Anak untuk disampaikan
kepaad pimpinan unitagar hasil lelaahan
dapat bermanfaal

Jumlah dokumen Artikel
Kebijakan yang
dilaporkan

1 Dokumen

5 | Menyusun/mengembangkan juklak/juknis
di bidang analisis kebijakan terkait Program
dan Kegiatan pada Bidang Kelembagaan
Tumbuh Kembang dan Pemenuhan Hak
| Anak

Pihak Kedua,

ANAHARTINI hﬂﬂﬁl. SE, MM

NIP. 19790603 201001 2 015

Jumiah dokumen
Juklak/Juknis yang
disusun/dikembangkan

~ Pekanbaru,

2 Dokumen

Januari 2026

Pihak Pertama,

(P

DESSY RAHMAWATI, S.Psi
NIP. 19810619 201102 2 001

IZA, SH, MH

NIP. 19661226 1

98701 2 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
PERANGKAT DAERAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI RIAU

BIDANG KELEMBAGAAN TUMBUH KEMBANG DAN
PEMENUHAN HAK ANAK

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan akuntabel dan berorientasi
pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama . ARINAWATI, S AP ;

Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Kelembagaan Tumbuh Kembang dan
Pemenuhan Hak Anak

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : ANAHARTINI ROPANIPUTRI, SE, MM

Jabatan . Kepala Bidang Kelembagaan Tumbuh Kembang dan Pemenuhan Hak Anak |
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Nama - Hj. FARIZA, SH, MH

Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau. |
Selaku atasan langsung Pihak Kedua, selanjutnya disebut Pihak Ketiga,

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, |
dalam rangka mencapai target kinerja jJangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen |
perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru, Januan 2026

edua, Pihak Pertama,
- Cﬁﬂc:‘-
ANAHAR OPANIP , SE, MM ARINAWATI, S.AP
erbina (IV/a) Penata Tk. | (Ill/d)
NIP. 19790603 201001 2 015 NIP. 19710208 199803 2 005
Mengetahui,

Pihak

"FARIZA, SH, MH
Pembina Utama Muda (IV/c)

R 41088849 E& 408 7TM4 9 (5



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI RIAU

BIDANG KELEMBAGAAN TUMBUH KEMBANG DAN PEMENUHAN HAK ANAK
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

NO SASARAN

' INDIKATOR
KINERJA

TARGET

2

3

1 | Mengumpulkan bahan-bahan Riset dan
Analisis Kebijakan di Bidang Kelembagaan
Tumbuh Kembang dan Pemenuhan Hak
Anak sesuai dengan prosedur yang berlaku
untuk keperluan penyelesaian pekerjaan

Jumlah dokumen
Ringkasan Kebijakan
dan Telaahan Staf yang
terkumpul

4
7 Dokumen

2 | Mempelajari, menganalisa serta menelaah
bahan-bahan sesuai dengan rekomendasi
kebijakan dalam Bidang Kelembagaan
Tumbuh Kembang dan Pemenuhan Hak
Anak agar memperlancar penyelesaian

pekerjaan

Jumiah dokumen
Rancangan
Rekomendasi/Policy
Paper dan Telaahan Staf
yang lerencana,
terkoordinasi, terfasilitasi
dan terevaluasi

3 | Mengadakan penelitian/pengamatan
berdasarkan permasalahan Komunikasi,
koordinasi advokasi, konsultasi dan
negosiasi kebijakan di Bidang
Kelembagaan Tumbuh Kembang dan
Pemenuhan Hak Anak dalam rangka
menyelesaikan pekerjaan

Jumlah dokumen Surat
Penugasan, Daftar
Kosultasi dan Hasil
Konsultasi, serta laporan
Advokasi Kebijakan yang
diteliti'diamati

4 Membuat laporan berdasarkan hasil
Publikasi hasil Kajian kebijakan terkait
Kelembagaan Tumbuh Kembang dan
Pemenuhan Hak Anak untuk disampaikan
kepaad pimpinan unitagar hasil telaahan
dapat bermanfaat

Menyusun/mengembangkan juklak/juknis
di bidang analisis kebijakan terkait Program
dan Kegiatan pada Bidang Kelembagaan
Tumbuh Kembang dan Pemenuhan Hak
Anak

Jumilah dokumen Artikel
Kebijakan yang
dilaporkan

" Jumiah dokumen
Juklak/Juknis yang
disusun/dikembangkan

3 Dokumen

12 Dokumen

.-T_ﬁﬁEUMEﬂ

2 Dokumen

| ROPANIPUTRI, SE, MM
90603 201001 2 015

. Pekanbaru,

Januar 2026

Pihak Pertama,

ARINAWATI, S.AP
NIP. 19710208 199803 2 005

Mengetahui,

Pihak K

Hj. F

, SH, MH

NIP. 18661226 198701 2 003






PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
! PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
i PROVINSI RIAU

BIDANG PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DAN KHUSUS ANAK

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemenntah Yyang efektif, transparan
akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini |

Nama . Ns. Asfeni, S.Kep, M Kes
Jabatan - Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Khusus Anak |

Selanjutnya disebut Pihak Pertama |

Nama © Hj. FARIZA, SH., MH |

Jabatan - Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau

| Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebul menjadi tanggung |

jawab Pihak Pertama. |

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan |
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan 11.|'._=mg|
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. |

Pekanbaru, Januan 2026

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Kepala Dinas P3AP2KE Kepala Bidang PHPKA,
Provinsi Riau

' [
Hj. Fariza, SH., MH Ns. Asfeni, S.Kep, M.Kes

Pembina Utama Muda Pembina Tk. |
NIP. 19661226 198701 2 003 NIP. 19710624 199101 2 001




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA

BERENCANA PROVINSI RIAU
BIDANG PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DAN KHUSUS ANAK
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
H 1 2 3 r
Rasio Kekerasan terhadap Perempuan
1 |Meningkamya Perlindungan Perempuan \ermasuk PTPPO 1005
2 |Meningkatnya Perlindungan Anak indeks Perindungan Anak 74 96
eningkatnya Pelayanan Perlindungan Khusus P
3 Anak secara Komprehensit Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) 83.90
Persentase Perempuan Korban Hekerasan
4 |Menminghatnya Layanan Perindungan Perempuan [dan TPPO yang mendapatkan Layanan 100
Komprehensif
—
NO PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN ANGGARAN
1 2 3
“ | |Program Perlindungan Perempuan Rp 247,977,350
1 |Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak . 148 764 550
Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota P el
a ﬁ:l'fﬂ"kﬂ:f,: dan sosi@isas: pen:egan:zn i-;F dan TPF0 kepada pengamix! kebyakan dan Rp 148 264 550
pemanghy kepentingan Kewenangan Provinsi
2 |Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan
Perempuan Kewenangan Provinsi i 9,712,800
a |Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagl
Perempuan Korhan Kekerasan Kewenangan Provinsi Rp 69,360,000
b. [pendampingan penguatan dan Pengembangan lembaga penyedia Layanan Perlindungan
Perempuan kewenangan provinsi Rp 30,352,800
{ - __ TOTAL Rp 247,977,350

Pekanbaru,  Januan 2026

Fihak Kedua, Pihak Pertama,
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempua dan
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Khusus Anak,

Keluarga Berencana Provinsi Riau,

"N

Hj. FARIZA. SH, MH Ns. Asfeni, S Kep., M Kes
Pembina Utama Muda Pemhina
NIP 19561226 198701 2 003 NIP 18710624 193101 2 001




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
PERANGKAT DAERAH

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
PROVINSI RIAU

FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN AHLI MADYA
BIDANG PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DAN KHUSUS ANAK

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektf, transparan  akuntabel dan beronentasi pada hasil,
kami yang bertanda tangan dibawah inl :

Mama SAPUANI MUHAJIR, S Ag
Jabatan - Fungsional Analis Kebijakan Ahli Madya Bidang PHP dan KA
Selanjutnya disebul pihak pertama

Nama Hj. FARIZA, SH. MH

Jabalan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Pedindungan Anak Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana FProvinsi Riau

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjulnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan targe! kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka
mencapai targel kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian targel kinerja lersebul menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap ian kinerja dan
perjangan ini dan mengambil indakan yang diperiukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sankpi,

Pekanbaru, Januan 2026

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
g Fungsional Analis Kebijakan
Dinas PIAPZKE Prowinsi Riau

Hj. FARIZA, SH. MH
Pembina Utama Muda! IV c
NIP. 19661226 198701 2 003 NIP, 18730101 200003 1 005




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2028
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMFUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA PROVINSI RIAU

FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN AHLI MADYA
BIDANG PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DAN KHUSUS ANAK

SASARAN
e

INDIKATOR
KINERJA

J

Mengumpulan Bahan- bahan Dinas PIAPZKB

sesual dengan prosedur yang beraku unfuk
keperluan penyelesaian pekerjaan

.

Melaksanakan Proses mempelajan, menganalisa

serla menelaah bahan- bahan sesual dengan

Dinas PIAPZKE dalam hidangnya agar
memperiancar pelaksanaan lugas

- I. i - e —

|

1 Meleksanakan Peneliian/ Pengamatan
| berdasarkan permasalahan Dinas PIAPZKE
| dalam rangka menyelesaikan pekenaan

Jumiah Bahan yang
dikumpulkan

Jumlah Rekomendas
Kebijakan yang lelah
dibuat

| Jumiah Komunikas:,

Koordnasi Advokasi,
Konsultasi dan Negosisasi
Kebijakan yang telah
dilakukan

Membuatan Laporan berdasarkan hasil Dinas
P3APZKB untuk disampakan kepada pimpinan
unit agar hasil telaahan dapat bermanfaat

Jumlah Hasil Kajian
Kebijakan yang telah di
Publikasikan

]

3 Dokumen

3 Dokumen

3 Dokumen

3 Dokumen

Pihak Kedua,
Kepala Dinas PIAP2KB
s

H . SH. MH
Pembina Utama Muda/ IV ¢
NIP. 19661226 198701 2 003

Pekanbaru, Januarn 2026

Pihak Pertama,

Fungsional Analis Kgbijakan
Dinas PIAPZKE Provinsi Ria

Paembina/ IV g

NIP. 18730101 200003 1 005




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
PERANGKAT DAERAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
PROVINSI RIAU
FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA
BIDANG PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DAN KHUSUS ANAK

Datam rangka mewujudkan manajemen pemenntah yang efekil, transparan akuntabel dan berorientasi pada hasil,
kami yang bertanda tangan dibawah ini

Nama . DEFFY MAY AYU, SKM
Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Pertama
Selanjutnya disebut pihak pertama

Ns. ASFENI, 5.Kep, MKes
Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Khusus Anak
Selaku atasan |angsung pihak pertama, selanjulnya disebut pihak kedua

Nama - Hj.FARIZA, SH,. MH

Jabatan . Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perdindungan Anak Pengendakan Penduduk
dan Keluarga Berencana Provinsl Riau

Selaku atasan fangsung pihak kedua, selanjuinya disebut pihak ketiga,

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka
mencapal tanget kinena jangka menengah seperti yang felah ditetapkan datam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapalan target Kinerja tersebul menjadi langgung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperfukan serta akan melakukan evaluasi lerhadap capaian kinena dan |
perianjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi,

Pekanbaru, Januari 2026

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Kepala Bidang PHPHA, Fungsional Analis Kebijakan Ahli Pertama

B-:ITHP dan KA
Ns. ASFENI, S Kep, M.Kes DEFFY m

Pembina Tk, V IV.b Penata Th. 1/ 111 d
NIP, 19710624 199101 2 001 _NIF. 12830521 200501 2 003

HJ. . SH. MH
Pembina Utama Muda/ IV ¢
NIP. 19661226 198701 2 003




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2028
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA PROVINSI RIAU

FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA
BIDANG PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DAN KHUSUS ANAK

SASARAN INDIKATOR
KINERJA

2 3
| Menyediakan Dokumen Perencanaan Kegiatan Jumiah Dokumen
|

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga 2 Dokumen
Perencanaan yang telah t Pacanasnasn

Panyedia Layanan Penanganan Bagi Perempuan dibuat

Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi

Melaksanakan Kajian dan Analisa Kebijakan Jumiah Dokumen Kajian 1 Dokumen
sesual dengan prosedur dan ketentuan yang dan anabsa kebijakan yang Ringkasan
berlaku di Bidang Perlindungan Hak Perempuan | felah dibual Kebjakan

Melaksanakan Analisa Kebijakan dan Advokasi
terkait Program/ Kegiatan Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Lembaga Panyedia Layanan
Penanganan Bagi Perempuan Korban Kekerasan
Kewenangan Provins

Jumiah Dokumen Analisa 1 Dokumen
Kebgakan yang telah dibuat Lnalisa

Jumiah Dokumen Hasil
analisis dan advokasi yang
talah dibual

Melaksanakan Analisis dan Advokasi
pelaksanaan program kegiatan DRPPA/REI

Pekanbaru, Januari 2026

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Kepala Bidang PHPKA, Fungsional Analis Kebijakan Ahfi
Pertamg Bidang PHP dan KA

Ns. ASFENI, 5.Kep, M.Kes DEFFY Hﬁ/\ﬁ{u, SKM

Pembina Tk, I/1V b Penata Tk. |/ 1l d
NIP, 19710624 199101 2 001 NIP. 19830521 200501 2 003

! SH. MH
Pembina Utama Muda/ V.c
NIP. 19661226 198701 2 003




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
PERANGKAT DAERAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
PROVINSI RIAU
FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
BIDANG PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DAN KHUSUS ANAK

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, ransparan akuntabel dan berorientasi pada
hasil, kami yang bertanda langan dibawah ini :

Nama ! DWI CHAIRIN HUSNA, 8P, M.Tr. |P
Jabalan : Fungsional Analis Kebijakan Ahl Muda
Selanjuinya disebuf pihak pertama

Nama ; Ns, ASFENI, S.Kep, M.Kes
Jabatan : Kepala Bidang Perindungan Hak Perempuan dan Khusus Anak
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Nama Hj FARIZA, SH, MH

Jabatan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Pedindungan Anak Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riay

Selaku atasan langsung pihak kedua, selanjutnya disebut pihak ketiga,

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan largel kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian mi, dalam
rangka mencapai targed kinerja jangka menengah sepert yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan
Keberhasilan dan kegagalan pencapatan targel kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja
dan perjanjian ini dan mengambd tndakan yang diperlukan dalam rangka pembenan penghargaan dan sanksi

Pekanbaru, Januan 2076

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Kepala Bidang PHPKA, Fungsional Analis Kebijakan Ahii Muda

Bidang PHF dan KA
D

Ns. ASFENI, S.Kep, M.Kes HUSNA, S.IP,. M.Tr. LLP
Pambina Tk, VIVb Penata TK. | {IN d
NIP. 16710624 188101 2 001 NIP, 19910718 201206 2 001

Hj"FAREA, SH. MH
Pembina Utama Muda! |V ¢
MIP. 19661226 198701 2 003




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA PROVINSI RIAU

FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN AHLIMUDA
BIDANG PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DAN KHUSUS ANAK

INDIKATOR
SASARAN KINERJA

2 J

Menyediskan Dokumen Perencanaan dan
Tertaksananya Pelaksanaan Kegiatan Jumlah Dokumen
Pendampingan Penguatan dan Pengembangan Perencanaan yang tefah
Lembaga Penyedia Layanan Pedindungan dibual

Perempuan Kewenangan Provinsi

Melaksanakan kajian dan analisa kebijakan Jumlah Dokumen 1 Dokumen
berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku | Rekomendasi kebijakan Rekomendas:
di Bidang Perfindungan Hak Perempuan yang telah dibuat Kebljakan

2 Dokumen
Perencanaan

Melaksanakan Anallsa Kebilakan dan advokasi
Program/Kegiatan Pendampingan Penguatan dan | Jumiah Dokumen Analisa 1 Dokumen
Pengembangan Lembaga Penyeadia Layanan Kebijakan Analisa

Perindungan Perempuan Kewenangan Provins|

Metaksanakan analisis dan advokasi terkait Jumiah Dokumen Hasil
pelaksanaan Anak memerlukan Perindungan analisis dan advokasi yang
Khusus dan Perkawinan Anak telah dibuat

2 Dokumen
Hasil

Pekanbaru, Januan 2026

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Kepala Bidang PHPKA, Fungsional Analis Ke
Bidang PHP dan KA

\
Ns. ASFENI, 5.Kep, MKes N HUSNA, S.IP,. M.Tr. LP
Pembina Tk. If i b [/l d
NIP. 19710624 199101 2 001 NIP. 19910718 201206 2 001

mbina Utama Mudal IV.c
NIP. 19661226 198701 2 003




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
PERANGHKAT DAERAH

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
PROVINSI RIAU
FUNGSIONAL ANALIS KEBLJAKAN AHLI PERTAMA
BIDANG PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DAN KHUSUS ANAK

Dalam rangka mewujudkan manaemen pemenntah yang efektif, ransparan  akuntabe! dan berorientasi pada
hiasil, kami yang bartanda tangan dibawah ini ;

Nama : SYARIFAH KHAIRIANI, 3 Kom, MM
Jabatan : Fungslonal Analls Kebijakan Ahli Pertama
Salanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ns. ASFENI, S.Kep, M Kes
Jabatan : Kepala Bidang Perindungan Hak Perempuan dan Khusus Anak
Selaku atasan Iangsung pihak pertama, selan|umya disebut pihak kedua

Nama ; Hj FARIZA, 5H,. MH

Jabatan ; Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perindungan Anak Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau

Selaku atasan langsung pihak kedua, selanjutnya disebut pihak ketiga,

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesua lampiran perjanjian ini, dalam
rangka mencapai largel kinerja jangka menengah seperfi yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian larget kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian
kinerja dan penanjian ini dan mengambil tindakan yang dipedukan dalam rangka pemberian penghargaan dan
sanksi

Pekanbaru, Januarl 2026

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Kepala Bidang PHPKA, Fungsional Analis Kebijakan Ahli Pertama
Bidang PHP dan KA

Ns. ASFENI, 5.Kep, MKes
Pembina Tk. Il Vb
NIP. 19710624 199101 2 001

J. FA
Pembina Utama Mudal IV ¢
NIP. 19661226 198701 2 003




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA PROVINSI RIAU

FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA
BIDANG PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DAN KHUSUS ANAK

INDIKATOR
e s KINERJA

2 J

Meyediakan Dokumen Perencanaan Kegiatan
Advokasidan Sosialsasi Perencanzan KTP dan | puman Dokumen 1 Diokiiien
TPPO kepada Pengambil Kebijakan dan phal yang | Perencanaan
Pemangku Kepenlingan Keweanangan Provinsi

Metaksanakan Analisa Kebijakan dan Advokasi 3 Dok
Pencegahan KTP dan TPPO Kepada Pengambil | Jumiah Dokumen Anaiisa | o200 Te!
Kebijakan dan Pemangku Kepentingan Kebijakan yang telah dibuat | 9ceean
Kewenangan Provinsi ebgsan

Melaksanakan Kajian dan Analisa Kebijakan

dengan berdasarkan prosedur dan ketentuan
yang berlaku di Bidang Perfindungan Hak
Perempuan dan Khusus Anak

Medaksanakan Komunikasi koordinasi advokasi,
konsultasi dan kebijakan di Bidang Perlindungan mg?;mi‘zumﬂ;m -
Hak Perempuan dan Khusus Anak di Dinas | Kabi 'kﬁ an Kongullas
PIAP2KB Provinsi Riau ebijakan

Jumiah Dokumen Kajian
dan analisa kebifakan yang
telah dibuat

1 Dokumen
Analisa

Pekanbaru, Januan 2026

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Kapala Bidang PHPEA, Fungsional Analis Kebijakan Ahli
Pertama Bidang FHP

Ns. ASFENI, S.Kep, M.Kes I, 5. Kom,. MM
Pembina Tk I/ IV b Pembina | IV 3
NIP. 19710624 199101 2 001 NIF, 19771127 200312 2 006

Hj.F
Pembina Utama Mudal IV ¢
NIP. 19661226 198701 2 003
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI RIAU

BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Dalam rangka mewuudhkan manaemen pemenntah yang efektf transparan
akuntabel can beronentas pada hasd kam yang bertanda tangan dibawah ini

Nama FITRI YAN! S S Apt
Jatata~ Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Selanutnya d<aby! Pihah Pertama

Nama H, FARIZA SH MH
Jabatan Kepala Dnas Pemberdayaan Perempuan Perningungan Anak
Pengencatan Pengudux gan Keluarga Berencana Provins: Riau

Sew@hu 2tasan angsung Pnal Perama selanjuinya disebut Pihak Kedua

Phae Pearma benan) akan mewguohan tarpe! kinerja yang seharusnya sesual
EFTOCRN penanan e dalam rangka mencapal targel nena jangka menengah
7 @ Clelapkan CHEIAM S0k THeN perdncanaan

£an kegagaan pencapauan twiget kknena tersebul manad langgung
swir Pihabk Pertama

SEpE™D yan

FoleTat g

Pihak Kedus sken melshubsn supefvis yang diperdukan sarta akan malakukan
SvAILAE WMS0a0 CALRAN kinerna can penanpan v dan mengambd tindakan yang
d:peniuhan AXam ranges pembenan penghargaan dan sanksi

Pebhanban Januan 2026
Pihak Kedus Pihak Pertama,
"";FJ a :_l_ua-g F 'IA;-: F.h- hf;‘J:J ii-.!.-l _g-t.r] FIIJF\I]

Hi=Farnza, SH., MH Fitri Yam}, S Si. Apt
Pembena Utama Muda Pemoina Tingkat |
NIF 10651226 188701 2 OC3 NIP 19770216 200312 2 007
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA PROVINSI RIAU

BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

2

3

Menurunnya Angka Kelahiran

Total Fertity Rate (TFR)

217

Meninghkatnya sinegritas dan peran lintas seklor
dalam palaksanaan pembangunan berwawasan
kependudukan

Indeks Pembangunan Berwawasan
Kependudukan (IPBK)

70,76

Lu ]

Meningkatnya pemenuhan kebutuhan KB Propersi Kebutuhan KB yang lerpenuhi
Modemn menurut alaticara KB Modern

87,10

15- 18 tahun

Menurunnya Anghka Kelahiran pada remaja usia ASFR

1478

Maningkalnya pamakatan Metode Konltrasepsi
Jangka Panjang

MKJP

22,3

PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN

ANGGARAN

2

3

Program Pengendalian Penduduk

Rp

60,549,000

Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah
Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk

Rp

60,545,000

Kelompak Kegiatan Masyarakal

a. lAdvokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan
Pendidikan Jenjang SLTA-MA_ Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola

Rp

19,070,000

b. |Advokasi dan Sosialisasi GDPH

Rp

41,479,000

Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB}

Rp

23,580,000

Kegiatan Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi,
Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Rp

23,590,000

Berencana (KB) sesuai Kearifan Budaya Lokal

Promosi dan KIE Program Bangga Kencana

a.|Fasitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mira Kerja dalam Pelaksanaan Advohasi,

Rp

23,590,000

TOTAL

Rp

84,139,000

Pihak Kedua,
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
F‘erhrhdungan Al

k, Pengen:lalnan Penduduk dan

Hj. SRR
Pembina Utama Muda
NIP. 18661226 198701 2 003

Pekanbaru,  Januan 2026

Pihak Pertama,

Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berancana,

Fitri Yar{), 5.5i, Apt
Pembina Tingkat |

NIP. 19770216 200312 2 007




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
OPD DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN
FPENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI RIAU
BIDANG PENGENDALIAN PENDUUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA AHLI MUDA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama . PUSPA RIANA, 5.5i, Apt
Jabatan :  Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda.

Selanjutnya discbut pihak pertama,

MNama : FITRI YANL S.51, Apt

Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau.

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua,

Nama : Hj. FARIZA, SH. MH

Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau.

Selaku atasan langsung pihak kedua, selanjutnya disebut pihak ketiga,

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang scharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab
pihak pertama.

Pihak kedua dan pihak ketiga akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan
yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru,  Januari 2026
Pihak Kedua, Pihak Pgrtama,

PUSPA RIANA, S.Si, Apt
NIP. 19770410 200604 2 003

. H. MH
NIP. 19661226 198701 2 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
OPD DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI RIAU

BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA AHLI MUDA

NIP. 19770216 200312 2 007

. INDIKATOR .
NO SASARAN KINERJA TAR.[J ET
/ 2 3 4
1 | Tersusunnya Pengembangan substansi teknis | Jumlah dokumen yang | 4 Dokumen
Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan | disusun
dan Keluarga Berencana
2 | Tersusunnya Pengembangan Rencana Kerja | Jumlah Dokumen yang | 2 Dokumen
Strategis dan Operasional Program Pembangunan | disusun
Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana
3 | Terselenggaranya Program Pembangunan Keluarga | Jumlah Dokumen 12 Dokumen
Kependudukan dan Keluarga Berencana | Kegiatan _
4 | Terlaksananya Pembinaan, Fasilitasi dan bln'tbmg:an Jumlah Dokumen 4 Dokumen
teknis pelaksanaan program pembangunan keluarga, | Kegiatan
kependudukan dan keluarga berencana
5 | Terselenggaranya disemenisasi  substansi  teknis | Jumlah Substansi 3 Substansi
pengaturan  program  Pembangunan  keluarga, | Program
| kependudukan dan Keluarga Berencana o
6 | Terlaksananya kemitraan Program Pembangunan | Jumlah kegiatan | Kegiatan
Keluarga, Kependudukan, Keluarga Berencana dan | Kemitraan
Keschatan Reproduksi
7 | Terselenggaranya tugas di Lingkungan Bidang Jumlah Laporan yang 4 Laporan
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dikordmasikan
sesuai prosedur dan Peraturan yang berlaku untuk
pertanggung jawaban kinerja dan pertimbangan
pimpinan
8 | Terselenggaranya evaluasi dan pelaporan Jumlah Laporan yang 2 Laporan
penyelenggaraan program pembangunan keluarga | dikordinasikan
kependudukan dan keluarga
Berencana | B - _
9 | Terselenggaranya Kegiatan GDPK Jumlah Laporan | Laporan
10 | Terselenggaranya Kegiatan SSK Jumlah Laporan 1 Laporan
- Pekanbaru uari 2026
Pihak Kedua, Pi ma,
~ r
L
FITRI YANL. 5.SI, Apt PUSPARIANA, S8.5i, Apt

NIP. 19770410 200604 2 003

NIP. I?MIZE& 198701 2 003




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
OPD DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI RIAU
BIDANG PENGENDALIAN PENDUUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA AHLI MUDA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama . WIDYA PUTRI HASTIN, S.IP, M.Si
Jabatan :  Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda.

Selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : FITRI YANL. 8.SI, Apt

Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau,

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua,

Nama :  Hj. FARIZA, SH. MH

Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau.

Selaku atasan langsung pihak kedua, selanjutnya disebut pihak ketiga,

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab
pihak pertama.

Pihak kedua dan pihak ketiga akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan
yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru, Januari 2026
Pihak Pertama,

-

HASTIN , S.IP
NIP. 19930629 201507 2 002

Hj. FARIZA, SH. MH
NIP. 19661226 198701 2 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

OPD DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI RIAL

BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA AHLI MUDA

NIP. 19770216 200312 2 007

NILP. 19930629 201507 2 002

INDIKATOR .
NO  SASARAN KINERJIA | TARGED
! 2 3 4
| | Tersusunnya Pengembangan substansi  tekmis | Jumlah dokumen yang | 4 Dokumen
Program Pembangunan Keluarga, disusun
Kependudukan dan Keluarga Berencana
2 | Tersusunnya Pengembangan Rencana Kerja Strategis | Jumlah Dokumen yang | 2 Dokumen
dan Operasional Program Pembangunan Keluarga, | disusun
Kependudukan dan Keluarga Berencana
3 | Terselenggaranya Program Pembangunan Keluarga | Jumlah Dokumen 12 Dokumen
Kependudukan dan Keluarga Berencana Kegiatan
4 | Terlaksananya Pembinaan, Fasilitasi dan bimbingan | Jumlah Dokumen 4 Dokumen
teknis pelaksanaan program pembangunan keluarga, | Kegiatan
kependudukan dan keluarga berencana
5 | Terselenggaranya disemenisasi substansi teknis | Jumlah Substansi 3 Substansi
pengaturan  program  Pembangunan  keluarga, | Program
kependudukan dan Keluarga Berencana
6 | Terlaksananya kemitraan Program Pembangunan | Jumlah kegiatan I Kegiatan
Keluarga, Kependudukan, Keluarga Berencana dan | kemitraan
Kesehatan Reproduksi
7 | Terselenggaranya tugas di Lingkungan Bidang Jumlah Laporan yang 4 Laporan
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dikordinasikan
sesual prosedur dan Peraturan yang berlaku untuk
pertanggung jawaban kinerja dan pertimbangan
pimpinan
8 | Terselenggaranya evaluasi dan pelaporan Jumlah Laporan yang 2 Laporan
penyelenggaraan program pembangunan keluarga dikordinasikan
kependudukan dan keluarga
_ Berencana il o
9 | Terselenggaranya Fasilitasi Kerjasama dengan Jumlah kegiatan 1 Kegiatan
Stakeholders dan mitra kerja dalam pelaksanaan Fasilitasi
Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga +
Kencana
Pekanbaru, Januari 2026
Pihak Kedua, . Pihak Pertama,
FITRL Y i WIDYA PUT



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
OPD DINAS PEMBERDAY AAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI RIAU
BIDANG PENGENDALIAN PENDUUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA AHLI MUDA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ANSARULLAH, SH
Jabatan . Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda.

Selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : FITRI YANI. §.5I, Apt

Jabatan - Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau.

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua,

Nama . Hj. FARIZA, SH. MH

Jabatan . Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau.

Selaku atasan langsung pihak kedua, selanjutnya disebut pihak ketiga,

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang scharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab
pihak pertama.

Pihak kedua dan pihak ketiga akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan
vang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru,  Januari 2026
Pihak Kedua, Pihak Pertama,

ANSARULLAH, SH
o NIP. 19680616 199403 1 004

Hj. F . MH
NIP. 19661226 198701 2 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
OPD DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI RIAU
BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA AHLI MUDA

INDIKATOR

o SASJ!_I_IAH _ . KINERJA _ TAHLE .
2 3 4 ]
Tersusunnya Pengembangan substansi teknis | Jumlah dokumen yang | 2 Dokumen
Program Pembangunan Keluarga, disusun

Kependudukan dan Keluarga Berencana

(]

Tersusunnya Pengembangan Rencana  Kerja | Jumlah Dokumen yvang | | Dokumen
Strategis dan Operasional Program Pembangunan | disusun
Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana

Terselenggaranya Program Pembangunan -K_c-:iuarga Jumlah Dokumen 6 Dokumen
Kependudukan dan Keluarga Berencana Kegiatan
Terlaksananya Pembinaan, Fasilitasi dan bimbingan | Jumlah Dokumen 2 Dokumen

teknis  pelaksanaan  program  pembangunan | Kegiatan
keluarga, kependudukan dan keluarpa berencana

Terselenggaranya  disemenisasi  substansi  teknis | Jumlah Substansi 1 Substansi
pengaturan  program  Pembangunan  keluarga, | Program
kependudukan dan Keluarga Berencana

Terlaksananya kemitraan Program Pembangunan | Jumlah kegiatan 1 Kegiatan
Keluarga, Kependudukan, Keluarga Berencana dan | kemitraan

Kesehatan Reproduksi

Terselenggaranya tugas di Lingkungan Bidang Jumlah Laporan yang | 2 Laporan

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dikordinasikan
sesuai prosedur dan Peraturan yang berlaku untuk
pertanggung jawaban kinerja dan pertimbangan

pimpinan

Terselenggaranya evaluasi dan pelaporan Jumlah Laporan yang I Laporan
penyelenggaraan program pembangunan keluarga | dikordinasikan

kependudukan dan keluarga

Berencana

Terselenggaranya Fasilitasi Kerjasama dengan . Jumlah kegiatan | Kegiatan
Stakeholders dan mitra kerja dalam pelaksanaan Fasilitasi

Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga

Kencana =

Pekanbaru, Januari 2026
Pihak Kedua, Pihak Pertama,

2 2 H\

ANSARULLAH. SH
NIP. 19770216 200312 2 007 NIP. 19680616 199403 1 004

Mengetahui,
Pih tiga,

Hj. FARIZA, SH. MH
NIP. 19661226 198701 2 003
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
OPD DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI RIAU

BIDANG KELUARGA SEJAHTERA DATA DAN INFORMASI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yvang efektif, transparan, akuntabel dan
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SAVITRI HANDAYANI, SE

Jabatan : Kepala Bidang Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau.

Selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : Hj. FARIZA, SH. MH

Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendal:an

Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau.
Sclaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya discbut pihak kedua,

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinérja vang scharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan,

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab
pibak pertama.

Pihak kedua dan pihak ketiga akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan
yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru, Januari 2026
L] t

Hj. F SH. MH SAV HANDAYANI, SE
NIP. 19661226 198701 2 003 NIP. 197909052002122005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

OPD DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN

PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI RIAL

BIDANG KELUARGA SEJAHTERA DATA DAN INFORMASI

INDIKATOR

NO SASARAN KINERJA TARGET
2 g 3 y,
Meningkatnya Kualitas Keluarga Capaian Indeks Pembangunan | 68,50
Keluarga (iBangga)

Peran serta masyarakat dalam | Berkualitas Mandin

Meningkamnya Pemberdayaan  dan | Persentase Kampung Keluarga | 33.13

Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita
{BKB), Bina Kcluargn Remajn (BKR), Bina Kcluargn Lansin (BKL),

Usaha Peningksian Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan
Pemberdayaan Ekonomi Keluarga

mewujudkan Keluarga Sejahtera Indeks Lansia Berdaya 62.11
NO PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN ANGGARAN
Py 3
i PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA | Rp133.629.616,00
SEJAHTERA (KS)
I | Kegiatan Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunsn Keluarga | Rp116.576.416.00
Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
a | Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi | Rp23.054.000,00
KonselingRemaja (PIK-R)
b | Advokasi, Sosinlisas: dan Promosi Indeks Pembangunan Keluarga Rp22.794.800,00
(iBangga) Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota
Pembinaan program Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kchidupan (HPK) | Rp70.727.616,00 _
2 I(cgiﬂm Pemberdayasn dan  Peningkatan Peran * serta  Organisasi | Rp17.053.200.00 -
KeMasyarakatan Tingkat Daersh Provinsi dalam Pembangunan Kelusrga
Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kescjahteraan K eluarga
a | Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Rp17.053.200,00

Total
Pekanbaru, Januari 2026
P ua, P rlama,
Hj. + SH.MH SAY HANDAYANI, SE

NIP. 19661226 198701 2 003 NIP. 197909052002122005




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
OPD DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI RIAU
BIDANG KELUARGA SEJAHTERA DATA DAN INFORMASI
PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA AHLI MUDA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DESI SUSANTI, SKM, M.Si

Jabatan : Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda Dinas
Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Provinsi Riau.

Selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama . SAVITRI HANDAYANI, SE

Jabatan : Kepala Bidang Keluarga Sejahtera, Data dan Informasi Dinas
Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Provinsi Riau.

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua,

Nama : Hj. FARIZA, SH. MH

Jabatan . Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau.

Selaku atasan langsung pihak kedua, selanjutnya disebut pihak ketiga,

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja vang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab
pihak pertama.

Pihak kedua dan pihak ketiga akan melakukan supervisi vang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan

yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Pekanbaru,  Januari 2026

Kedua, _ Pihak Pertama,
SAVITRI HANDAYANI, SE DESI SUS%. SKM, M.Si
NIP. 197909052002122005 - NIP. 197912042003122002
Mengetahui,
Pihak

NIP. 19661226 198701 2 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI RIAU
BIDANG KELUARGA SEJAHTERA DATA DAN INFORMASI
PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA AHLI MUDA

OPD DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN

INDIKATOR
SASARAN KINERJA TARGET
F] i 4
Menyusun  pengembangan  substansi  teknis | Jumlah dokumen 4 Dokumen
pengaturan  Program  Pembangunan  Keluarga, | vang disusun
K.ependudukan, dan Kcluarga Berencana
Menyusun pengembangan rencana kerja strategis dan | Jumlah Laporan 2 Dokumen
operasional Program Pembangunan Kcluarga, vang diklasifikasi
Kependudukan, dan Keluarga Berencana
Melaksanakan evaluasi dan pelaporan | Jumiah dokumen 12 Dokumen
penyelenggaraan Program Pembangunan Keluarga, | vang diznalisa
Kependudukan, dan Keluarga Berencana
Melaksanakan Pembinaan , fasilitasi dan bimbingan | Jumlah penyusunan | 12 Dokumen
teknis pelaksansan Program Pembangunan Keluarga, | dokumen
Kependudukan, dan Keluarga Berencana
Menyelenggarakan  diseminasi  substansi  teknis | Subtansi Program | 4 Substansi
pengaturan  Program  Pembangunan  Keluarga, Program
Kependudukan, dan Keluarga Berencana
Melaksanakan pelaksanaan kemitraan Program Juminh hasil 3 Kegiatan
Pembangunan Keluarga, Kependudikan, Keluarga analisa
Berencana dan Keschatan Reproduksi. Keluarga
Berencana
Menyclenggarakan inovasi Program Pembangunan | Jumlah hasil 1 Dokumen
Keluarga, Kependudukan, Keluarga Berencana dan | analisa
Keschatan Reproduksi
Melaksanakan tugas di lingkungan Bidang Keluarga | Jumlah laporan 4 Substansi
Sejahiera Data dan Informasi sesuai prosedur dan vang
peraturan yvang berlaku untuk pertangpungjawaban | dikoordinasikan
kinerja dan pertimbangan pimpinan
Pekanbaru, Januan 2026
Pi ua, Pihak Pertama,
SAV HANDAYANI, SE ~  DESI SUSANTI, SKM, M.Si
NIP. 197909052002122005 NIP. 197912042003122002
Mengetahui,
Pihak

NIP. 19661226 198701 2 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
OFPD DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI RIAU
BIDANG KELUARGA SEJAHTERA DATA DAN INFORMASI
PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA AHLI MUDA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efekuif, ransparan, akuntabel dan
berorientas) pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah im :

Nama : ASLELIL SE

Jabatan : Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda Dinas
Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Provins: Riaw

Selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama + SAVITRI HANDAYANI, SE

Jabatan : Kepala Bidang Keluarga Sejahtera, Data dan Informasi Dinas
Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Provinsi Riau.

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua,

Nama :  Hj. FARIZA, SH. MH

Jabatan :  Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau.

Selaku atasan langsung pihak kedua, selanjutnya disebut pihak ketiga,

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yvang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab
pihak pertama.

Pihak kedua dan pihak ketiga akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan

melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan

yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru, Januari 2026
Pihak Pertama,

L
) m'\fg;
SAVITRI'HANDAYANI, SE ASLELL SE

NIP. 197909052002122005  ° NIP. 197104062000032011

Pi d

Mengetahui,
Pihak r

NIP. 19661226 198701 2 003




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
OPD DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI RIAU
BIDANG KELUARGA SEJAHTERA DATA DAN INFORMASI
PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA AHLI MUDA

NO

| INDIKATOR
SAGARAN KINERJA

TARGET

E] 1 F]

<

Menyusun  pengembangan  substansi  teknis | Jumlah dokumen

pengaturan Program  Pembangunan  Keluarga [ yvang disusun
Kependudukan, dan Keluarga Berencana |

4 Dokumen

T

Menyusun pengembangan rencana kerjo strategis dan ! Jumlah Laporun
operasional Program Pembangunan Keluarga, | yang diklasifikasi
Kependudukan, dan Keluarga Berencana

2 Dokumen

Melaksanakan evaluasi dan pelaporan E Jumlah dokumen
penyelenggaraan Program Pembangunan Keluarga '}-mgd'tanalisa
Kependudukan, dan Keluarga Berencana

12 Dokumcn

Melaksanakan Pembinaan |, fasilitasi dan bimbingan
teknis pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga,
Kependudukan, dan Keluarga Berencana

Jumiah penyusunan
dokumen

12 Dokumen

Menyelenggarakan  diseminasi  substansi  teknis

pengaturan Program Pembangunan  Keluarga,
Kependudukan, dan Kelvarga Berencana

Subtansi Program

0O

Jumlah hasil
angtlisa

Melaksannkon pelaksanaan kemitraan Program
Pembangunan Keluarga, Kependudukan, Keluarga
Berencana dan Keschatan Reproduksi. Keluarga
Berencana

4 Substansi
Program

'

3 Kegiatan

Jumlah hasil
analisa

Menyelenggarakan inovasi Program Pembangunan
Keluarga, Kependudukan, Keluarga Berencana dan
Keschatan Reproduksi

1 Dokumen

Melaksanakan tugas di lingkungan Bidang Keluarga
Sejahtera Data dan Informasi sesuai prosedur dan
peraturan yang berlaku untuk peranggungjawaban
kinerju dan pertimbangun pimpinan

Jumlah laporan
vang
dikoordinasikan

|
] 4 Substansi

Pekanbaru,

Januari 2026

SAVITRI DAYANI, SE -
NIP. 197909052002122005

Mengetahui,
Bihak Kep

Pihak Pertama,

o
A rmr@
ASLELI, SE
NIP. 197104062000032011

SH. MH

NIP. i_‘?ﬁﬁlﬂﬁ 198701 2 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
OPD DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI RIAU
BIDANG KELUARGA SEJAHTERA DATA DAN INFORMASI
PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA AHLI MUDA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NOFRELTA, SE, M.Kes

Jabatan : Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda Dinas
Pemberdavaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Provinsi Riau.

Selanjutnya discbut pihak pertama,

Nama : SAVITRI HANDAYANI, SE

Jabatan : Kepala Bidang Keluarga Sejahtera. Data dan Informasi Dinas
Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Provinsi Riau.

Sclaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua,

Nama . Hj. FARIZA, SH. MH

Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau.

Selaku atasan langsung pihak kedua, selanjutnya disebut pihak ketiga,

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kKinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut memjadi tanggung jawab
pihak pertama.

Pihak kedua dan pihak ketiga akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan

melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan

vang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru, (] Januan 2026
Pihak Hertama,

SAVITRI HANDAYANI, SE NOFREL K.,S’l::/.l\"l.-ﬁﬁ
NIP. 197909052002122005  ° NIP. 196808181990032002

Mengetahui,




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
OFPD DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI RIAU
BIDANG KELUARGA SEJAHTERA DATA DAN INFORMASI
PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA AHLI MUDA

INDIKATOR | :
NO SASARAN KINERJA | TARGET
! ¢ 3 | 4

MEn}'usun pengmﬁngan substansi  teknis | Jumlah dokumen 4 Dokumen
pengaturan  Program  Pembangunan  Keluarga. | vang disusun I
Kependudukan, dan Keluarga Berencana |

I3

Menvusun pengembangan rencana kerja strategis dan | Jumlah Laporan 2 Dokumen
operasional Program Pembangunan Keluarga, vang diklasifikasi
Kependudukan, dan Keluarga Berencana

Melaksanakan evaluasi dan pelaporan | Jumlah dokumen 12 Dokumen

3
penvelenggaraan Program Pembangunan Keluarga, | vang dianalisa
Kependudukan, dan Keluarga Berencana |

4 | Melaksanakan Pembinaan , fasilitasi dan bimbingan | Jumlah penyusunan | 12 Dokumen
teknis pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga, | dokumen
Kependudukan, dan Keluarga Berencana . |

5 | Menyclenggarakan  diseminasi  substansi  teknis | Subtansi Program | 4 Substansi
pengaturan  Program  Pembangunan  Keluarga, | Program
Kependudukan. dan Kcluarga Berencana - :

fi | Melaksanakan pelaksanaan kemitraan Program Jumlah hasil | 3 Kegiatan
Pembangunan Keluargy, Kependudukan, Keluarga analisa
Berencana dan Keschatan Reproduksi. Keluarga |
Berencana

7 | Menvelenggarakan inovasi Program Pembangunan | Jumlah hasil | | Dokumen
Keluarga. Kependudukan, Keluarga Berencana dan | analisa
Kesehatan Reproduksi 0 |

§ | Melaksanakan tugas di lingkungan Bidang Keluarga | Jumlah laporan | 4 Substansi
Sejahtera Data dan Informasi sesuai prosedur dan vang |

peraturan vang berlaku untuk pertanggungjawaban | dikoordimasikan
kinerja dan pertimbangan pimpinan i

Pekanbaru,
Pi dua, Pih

Januari 2026
ertama.,

SAVITRIIHANDAYANI, SE - NOFRE +SE, M.Kes
NIP. 197909052002122005 NIP. 196808181990032002

Mengetahui,
Bihak Keti
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI RIAU

UPT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif transparan
akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama SRI NISMALA DEWI, SKM.
Jabatan Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Riau
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama Hj. FARIZA, SH., MH

Jabatan - Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesual |
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung
jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperiukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru, Januarn 2026

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Kepala Dinas P3AP2KB “Kepala UPT.PPA Provinsi Riau
Provinsi Riau

Hj. Fariza, SH., MH Sri Nismala Dewi, SKM.
Pembina Utama Muda Penata Tk |
NIP. 19661226 198701 2 003 NIP.19770725 200312 2 009




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA PROVINSI RIAU

UPT. PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
1 2 3 4
1 [Meningkatnya Perlindungan Perempuan Rasio Kekerasan terhadap Perempuan 10,05
lermasuk PTPPO g
Meningkatnya Perlindungan Anak Indeks Perlindungan Anak 74 96
Meningkatnya Perfindungan Khusus Anak (IPKA) |Indeks Perindungan Khusus Anak (IPKA) 8390
4 |Meningkatnya Pelayanan Perlindungan Khusus |Persentase Anak Memerlukan Perlindungan
Anak secara Komprehensif Khusus yang mendapatkan Layanan 100
| |Komprehensif
NO PROGRAM | KEGIATAN / SUB KEGIATAN ANGGARAN
1 Z 3
| |Program Perlindungan Perempuan Rp 134,219,000
1 |Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan
yang memeriukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Rp 134.219.000
Kabupaten/Kota
a. [Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Rp 134.219.000
Provins| dan Lintas Daerah Kabupaten/Kola gL
Il |Program Perindungan Khusus Anak Rp 377.242.000
2 |Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Rp 377.242.000
Memeriukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi
a |Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Ro 140,602,000
Lintas Daerah Kabupaten/Kota o
b. [Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Ro 236,640,000
Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota =i
TOTAL 511.461.000
Pekanbaru,  Januarl 2026
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Kepala UPT Perfindungan Perempuan dan Anak
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan =
Keluarga Berencana Provins| Riau,

I

Hj. FARIZA, SH., MH SRI NISMALA DEWI, SKM
Pembina Utama Muda Penata Tk. |
NIP. 19661226 198701 2 003 NIP. 19770725 200312 2 009




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI RIAU

UPT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerntah yang efektif, transparan
akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini

Nama . KATERINA SUSANTI, SKM., M Kes.
Jabatan - Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT PPA Provinsi Riau
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama . SRI NISMALA DEWI, SKM.
Jabatan . Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Riau
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung
jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperiukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru, Januan 2026

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Kepala UPT PPA Kasubbag Tata Usaha

Provinsi

Sri Nismala Dewi, SKM. Katerina Susanti, SKM., M.Kes.

Penata Tk. | Penata
NIP. 19770725 200312 2 009 NIP. 19750620 200501 2 008




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI RIAU

UPT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan
akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini

Nama - |lIN RAFIDA, 5.Psi., MM.
Jabatan . Kepala Seksi Tindak Lanjut UPT PPA
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama -SRI NISMALA DEWI, SKM.
Jabatan - Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung
jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinera dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperiukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru, Januan 2026

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Kepala UPT PPA Kepala Seksi Tindak Lanjut
Provipsj-Riau =

/ Vi

Sri'Nismala Dewi, SKM. lin Rafida, S.Psi., MM,
Penata Tk. | Penata Tk. |
NIP.19770725 200312 2 009 NIP. 19810305 201102 2 001




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI RIAU

UPT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemernntah yang efektif, transparan
akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama . HENDRI SAMANTHA, SIP. M AP.
Jabatan . Kepala Seksi Pengaduan UPT PPA Provinsi Riau
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama -SRI NISMALA DEWI, SKM.
Jabatan . Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Riau
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung
jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperiukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru, Januari 2026

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Kepala UPT PPA Kepala Seksi Peng
Provinsi Ri =

ismala Dewi, SKM. Hehdri Samantha, SIP.,M.A.P.
Penata Tk. |
NIP 18770725 200312 2 009 B0406 200701 1 004




